
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN BAGI AH LI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA 
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M enim bang

M engingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahw a dalam  rangka kepedulian  dan  ra sa  sim pati bagi 
ahli w aris korban yang m eninggal d u n ia  ak iba t Corona 
V irus D isease 2019, m aka  Pem erin tah  Provinsi 
K alim antan Tim ur m em berikan sa n tu n a n  bagi ahli 
w aris korban;

b. bahw a pem berian sa n tu n a n  d ilakukan  u n tu k  
m eringankan  beban  bagi keluarga yang ditinggalkan;

c. bahw a u n tu k  m enjam in k ep astian  h u k u m  dalam  
pem berian  sa n tu n an , perlu  d ia tu r m engenai 
p e laksanaannya  dalam  P era tu ran  G ubernur;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f a, h u ru f  b, dan  h u ru f c, perlu  
m enetapkan  P era tu ran  G ubernu r ten tang  Pem berian 
S a n tu n an  Bagi Ahli W aris Korban Meninggal D unia 
Akibat Corona V irus D isease 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara 
Republik Indonesia T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang  
P em ben tukan  D aerah -daerah  Otonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan S elatan  d an  K alim antan 
T im ur (Lem baran Negara T ahun  1956 Nomor 65, 
T am bahan  Lem baran Negara Nomor 1106) sebagaim ana 
telah  d iubah  dengan U ndang-U ndang D aru ra t Nomor 10 
T ahun  1957 ten tang  Pem ben tukan  D aerah  S w atan tra  
Propinsi K alim antan Tengah dan  P engubahan  Undang- 
U ndang Nomor 25 T ahun  1956 (Lem baran Negara 
Republik Indonesia T ahun  1957 Nomor 53, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 1284);
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN
BAGI AHLI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT 
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
j

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
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5. Korban adalah penduduk yang memiliki domisili di wilayah Daerah yang 
dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, yang meninggal dunia karena 
terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Probable Covid-19

6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi 
Kalimantan Timur.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta, 
Pusat Kesehatan Masyarakat, atau  klinik yang memiliki fasiltias rawat inap di 
Wilayah Daerah.

8. Santunan adalah uang yang diberikan kepada keluarga/ahli waris dari korban 
meninggal dunia karena terdampak wabah Corona Virus Disease 2019.

9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit 
menular yang disebabkan oleh sereve acute respiratory syndrome Corona Virus 
Disease 2019.

10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Santunan, dalam hal ini orang 
tua  korban (ayah atau  ibu), suami atau isteri korban, a tau  anak sah korban 
yang dibuktikan dengan surat dari pejabat yang berwenang.

11. Bank adalah bank yang ditunjuk untuk  melakukan kerjasama penyaluran 
santunan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
pemberian Santunan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. meringankan beban penderitaan bagi Ahli Waris yang ditinggalkan; atau

b. memberikaJ perlindungan bagi Ahli Waris yang rentan.

BAB II 
KRITERIA

Pasal 4

Santunan diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. meninggal djania karena terkonfirmasi Covid-19 pada saat dilakukan perawatan 
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil 
pemeriksaan PCR d an /a tau  Antigen yang tercatat di New All Record (NAR);

b. meninggal dunia karena probable Covid-19 pada saat dilakukan perawatan di 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan hasil pemeriksaan; atau

c. meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19 pada saat menjalani isolasi 
dipusat karantina/isolasi mandiri terpadu yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah.
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BAB III
MEKANISME PENGAJUAN

(1) Ahli Waris

Pasal 5

mengajukan usulan Santunan ke Dinas melalui Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan  Sosial Kabupaten/Kota dengan melengkapi 
berkas sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Ahli Waris;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Korban;

c. fotokopi surat keterangan kematian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
atau rum ah karantina/isolasi terpadu dan hasil pemeriksaan PCR 
d an /a tau  Antigen yang tercatat di New All Record (NAR), bagi yang 
terkonfirmasi Covid-19;

d. fotokopi surat keterangan kematian dari Rumah Sakit dan resume medis
dari Rumah Sakit bagi korban probable Covid-19;

e. fotokopi buku tabungan Ahli Waris; dan

f. fotokopi; su ra t pernyataan Ahli Waris dan sura t kuasa Ahli Waris yang 
diketahui oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.

(2) Bupati/Walikota m engusulkan ke Gubernur setelah berkas usulan diverifikasi 
dan telah dinyatakan lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan  Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan  
Sosial Kabupaten/Kota.

(3) Dalam m elakukan verifikasi berkas usulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bupati/W alikota dapat membentuk Tim.

BAB IV
VERFIKASI BERKAS 

Pasal 6

Dinas melakukan verifikasi berkas usulan yang disampaikan oleh 
Bupati /  Walikota.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 
menyampaikan daftar penerima dan besaran Santunan kepada Gubernur.

(2) Daftar penJrima dan besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 8

Pemberian Santunan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN 

Pasal 9

i

(1) Dinas menyerahkan data by name by addres (BNBA) penerima Santunan dan 
besaran Santunan kepada Bank sesuai dengan Keputusan Gubernur.

(2) Bank melakukan penyaluran secara non tunai ke rekening penerima Santunan 
berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

j

(3) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran Santunan kepada 
Dinas.

BAB VI
! EVALUASI DAN PELAPORAN
|

!

Bagian Kesatu 
Evaluasi

Pasal 10

Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Santunan.

Bagian Kedua 
Pelaporan

Pasal 11

Dinas melaporkan realisasi pengeluaran Santunan kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tem busan kepada Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektur 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13

P era tu ran  G ub ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal 4 J a n u a r i  2021.

Agar setiap orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ubernur ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah  Provinsi K alim antan 
Timur.

D itetapkan  di S am arinda  
Pada tanggal 4 O ktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

D iundangkan  di S am arinda  
pada  tanggal 4 O ktober 2021

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 40.

Salinan  sesua i dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

V KEPALA BIRO HUKUM,
,r o

( O j .

ROZANI ERA WADI 
NIP. 19710124 199703 1 007


